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 Pertumbuhan penduduk dan perluasan kawasan permukiman yang tidak 

seimbang dengan penyediaan pelayanan dasar menjadi tantangan utama 

pembangunan wilayah, terutama di kawasan delta yang rentan secara 

ekologis. Wilayah Muara Mahakam di Kalimantan Timur mengalami 

peningkatan penduduk dan ekspansi permukiman yang pesat, namun belum 

diiringi pemerataan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis transformasi permukiman dan dinamika demografis 

serta mengevaluasi kesesuaian distribusi infrastruktur pelayanan dasar di 

Muara Mahakam. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-spasial 

berbasis analisis citra satelit dengan memanfaatkan citra Landsat dan 

Sentinel multitemporal, data demografi, dan data fasilitas pelayanan dasar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode pengamatan terjadi 

peningkatan luas dan penyebaran permukiman lebih dari dua kali lipat, 

terutama mengikuti koridor sungai dan jaringan jalan utama. Di sisi lain, 

wilayah Muara Mahakam belum memiliki rumah sakit di dalam kawasan 

dan perkembangan sekolah lanjutan tidak secepat pertumbuhan penduduk, 

sehingga menimbulkan ketimpangan akses layanan bagi penduduk di 

kampung-kampung pesisir dan wilayah terpencil. Temuan ini menegaskan 

adanya ketidakselarasan antara dinamika permukiman dan penyediaan 

pelayanan dasar, serta pentingnya pemanfaatan data spasial terkini untuk 

perencanaan infrastruktur yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. 

Kata kunci: Transformasi Demografis; Pelayanan Dasar; Muara Mahakam, 

Permukiman 

 
Demographic transformation and evaluation of basic service 

infrastructure in the Mahakam Estuary 

ABSTRACT 

 Unequal growth between population, expanding settlements, and the 

provision of basic services is a major challenge for regional development, 

particularly in ecologically vulnerable delta areas. The Muara Mahakam 

region in East Kalimantan has experienced rapid population growth and 

settlement expansion, yet this transformation has not been matched by an 

adequate and equitable distribution of health and education infrastructure. 

This study aims to analyse settlement transformation and demographic 

dynamics, and to evaluate the spatial distribution of basic service 

infrastructure in Muara Mahakam. A descriptive–spatial approach based 

on satellite image analysis was employed, using multitemporal Landsat 

and Sentinel imagery, demographic statistics, and spatial data on health 

and education facilities. The results show that, over the period of analysis, 

the extent and spatial spread of settlements more than doubled, 
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1. Pendahuluan 

Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Pulau 
Kalimantan dan memiliki peran strategis dalam jaringan ekonomi nasional. Salah satu koridor utama 
perkembangan wilayah di provinsi ini adalah Sungai Mahakam yang menghubungkan kawasan hulu 
dan hilir serta menjadi tulang punggung mobilitas penduduk dan distribusi barang [1], [2], [3]. Bagian 
hilir wilayah Muara Mahakam mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan 
Kota Samarinda, menampung proporsi penduduk yang besar sekaligus menjadi pusat aktivitas 
ekonomi berbasis sumber daya perairan, industri, dan jasa [4], [5]. Kondisi tersebut mendorong 
terjadinya peningkatan kebutuhan ruang permukiman dan infrastruktur pendukung dalam tempo yang 
relatif cepat. 

Pertumbuhan penduduk dan perluasan kawasan permukiman di Muara Mahakam tidak hanya 
tercermin dari bertambahnya luas permukiman, tetapi juga dari perubahan pola sebaran permukiman 
yang mengikuti koridor sungai dan jaringan jalan. Tingginya penduduk yang mendiami wilayah 
Muara Mahakam menyebabkan peningkatan akan kebutuhan tempat tinggal. Semakin banyak 
penduduk maka semakin besar permintaan akan kebutuhan perumahan [6], [7] dan infrastruktur 
lainnya, seperti transportasi dan layanan publik [8]. Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa 
diimbangi dengan pembangunan permukiman yang memadai dapat mengakibatkan masalah seperti 
tumbuhnya kawasan kumuh [9], [10], [11], keterbatasan akses terhadap fasilitas penting, peningkatan 
harga properti [7], degradasi kualitas lingkungan [8], [12], [13], dan berbagai masalah sosial ekonomi 
[14]. 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan Minimal, yaitu persyaratan tentang jenis dan standar layanan dasar yang 
merupakan hak setiap warga negara secara minimal [15]. Infrastruktur pelayanan dasar mencakup 
fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang menjadi salah satu strategi pembangunan Wilayah 
Kalimantan periode 2020-2024 [16]. Namun, implementasi kebijakan di tingkat lokal sering kali 
belum sepenuhnya mempertimbangkan informasi spasial mengenai dinamika permukiman dan 
persebaran penduduk, sehingga masih terjadi kesenjangan antara tuntutan normatif dan kondisi faktual 
di lapangan, khususnya di wilayah Muara Mahakam. 

Ketidakmerataan ketersediaan pelayanan dasar dapat memperburuk disparitas sosial ekonomi 
antar wilayah, dengan wilayah yang kurang berkembang cenderung mengalami keterbelakangan 
dalam akses terhadap fasilitas pelayanan dasar [17]. Hal itu akan memicu terjadinya migrasi penduduk 
dengan sebagian besar penduduk berbondong-bondong menuju wilayah yang memiliki infrastruktur 
pelayanan dasar yang lebih baik, meninggalkan wilayah perdesaan atau pinggiran kota yang semakin 
terpinggirkan [4], [18]. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas dinamika permukiman, 
ketimpangan infrastruktur, maupun karakteristik sosial ekonomi masyarakat di kawasan Mahakam dan 
wilayah pesisir lainnya [11], [19]. Namun kajian yang secara spesifik mengintegrasikan perubahan 
permukiman berbasis citra satelit multitemporal, dinamika demografis, dan evaluasi spasial 
infrastruktur pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan di wilayah Muara Mahakam masih terbatas. 
Penelitian terdahulu umumnya menyoroti aspek penghidupan, kualitas lingkungan, atau permukiman 
tepian sungai secara parsial tanpa mengkaji secara sistematis kesesuaian antara ekspansi permukiman, 
pertumbuhan penduduk, dan distribusi pelayanan dasar [20]. 

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis transformasi permukiman dan dinamika demografis di wilayah Muara Mahakam dan 

particularly along river corridors and main road networks. Conversely, no 

hospital is located within the Muara Mahakam area, and the development 

of secondary education facilities has not kept pace with population growth, 

creating unequal access for residents in riverine and remote settlements. 

These findings reveal a mismatch between settlement dynamics and the 

provision of basic services, and highlight the importance of using up-to-

date spatial information to support more equitable and sustainable 

planning of basic service infrastructure in delta regions. 

Keywords: Demographic Transformation; Basic Service; Mahakam 

Estuary; Settlement. 
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mengevaluasi kesesuaian distribusi infrastruktur pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan terhadap 
pola sebaran permukiman dan penduduk. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan 
mengintegrasikan data demografi dan citra satelit multitemporal untuk mengungkap hubungan antara 
perkembangan permukiman dan ketimpangan spasial pelayanan dasar di wilayah hilir Sungai 
Mahakam, serta menempatkan perspektif keadilan spasial sebagai salah satu kerangka analisis utama. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi perencanaan pembangunan 
infrastruktur pelayanan dasar berdasarkan kondisi demografis wilayah Muara Mahakam dalam 
mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah. 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-spasial yang mengintegrasikan analisis citra 
satelit dan data demografi untuk mengkaji transformasi permukiman serta kesesuaian distribusi 
infrastruktur pelayanan dasar di wilayah Muara Mahakam. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan 
Sistem Informasi Geografis (SIG) guna menghasilkan peta, tabel, dan grafik yang merepresentasikan 
perubahan spasial dan ketimpangan pelayanan dasar. Lokasi penelitian berfokus di wilayah Muara 
Mahakam yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota 
Samarinda. Wilayah ini secara fungsional membentuk satu sistem delta dengan karakter permukiman 
bantaran sungai, kawasan tambak, serta aktivitas ekonomi berbasis perairan. Batas wilayah kajian 
ditetapkan berdasarkan satuan wilayah administrasi kecamatan yang berada di hilir Sungai Mahakam 
dan memiliki keterkaitan erat dengan dinamika permukiman dan penyediaan pelayanan dasar. 

 
Gambar 1. Alur penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas citra satelit, data demografi, data 
infrastruktur pelayanan dasar, dan data pendukung spasial. Citra satelit yang dimanfaatkan berupa citra 
Landsat untuk tahun 2010 dan Sentinel untuk tahun 2024 yang merepresentasikan kondisi tutupan 
lahan pada awal dan akhir periode pengamatan, yakni tahun 2010 dan 2024. Citra yang digunakan 
adalah sentinel yang bersumber dari United States Geological Survey (USGS). Data demografi berupa 
jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Data infrastruktur pelayanan dasar 
meliputi lokasi rumah sakit, puskesmas, klinik, posyandu, serta sekolah dasar hingga menengah yang 
dikumpulkan dari instansi teknis terkait dan publikasi statistik sektoral, kemudian dikonversi ke dalam 
format spasial. Validasi hasil klasifikasi permukiman dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi 
visual citra beresolusi lebih tinggi untuk memastikan konsistensi pola permukiman yang teridentifikasi 
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dengan kondisi spasial aktual. Peta permukiman yang dihasilkan terutama digunakan untuk 
menggambarkan pola umum dan kecenderungan perubahan permukiman, sedangkan nilai luasan 
absolut perlu dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut. 

Analisis data dilakukan melalui beberapa langkah utama yang saling berhubungan. Pertama, 

dilakukan analisis perubahan permukiman dengan membandingkan luas dan pola sebaran permukiman 

tahun 2010 dan 2024. Luas permukiman dihitung per kecamatan, kemudian dianalisis perubahan 
absolut maupun relatifnya untuk mengidentifikasi wilayah yang mengalami pertumbuhan permukiman 

paling tinggi. Selanjutnya, dilakukan analisis demografis dengan menghitung dan membandingkan 

jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan sebagai dasar 
untuk menilai tekanan demografis terhadap ruang permukiman. Tahap ketiga, dilakukan analisis 

spasial pelayanan dasar dengan menumpang-susunkan (overlay) peta permukiman, peta fasilitas 

Kesehatan, dan Pendidikan untuk dilakukan identifikasi kesenjangan spasial pelayanan dasar dengan 

mengamati kecamatan atau wilayah yang mengalami ekspansi permukiman dan peningkatan 

kepadatan penduduk tetapi belum diimbangi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang 

memadai. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Transformasi permukiman Wilayah Muara Mahakam 

Perkembangan permukiman di Muara Mahakam menjadi salah satu fokus dalam upaya 

memahami transformasi wilayah yang berkaitan dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi di 
Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai salah satu wilayah penting di Provinsi Kalimantan Timur, Muara 

Mahakam mengalami pertumbuhan yang signifikan selama periode 14 tahun terakhir. Perkembangan 

kondisi demografis selanjutnya memberikan pengaruh terhadap perkembangan permukiman di 
wilayah Muara Mahakam. Kondisi demografis wilayah Muara Mahakam pada tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kondisi Demografis Muara Mahakam Tahun 2010-2024 

No Kabupaten/Kota Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

Kepadatan Penduduk 

per km2 

2010 2024 2010 2024 

1 Kutai Kartanegara 

Muara Jawa 33.923 45.850 44,96 60,77 

Sanga-sanga 17.588 21.033 75,36 90,12 

Anggana 32.688 34.369 18,17 19,11 

Muara 

Badak 
39.834 50.582 42,42 53,86 

2 Samarinda Palaran 49.079 67.609 269 305,52 

Sumber: BPS-Kutai Kartanegara, (2011, 2024); BPS-Samarinda, (2011, 2024) 

Analisis demografis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah Muara 
Mahakam meningkat dari sekitar 173.112 jiwa pada tahun 2010 menjadi 219.443 jiwa pada tahun 
2024, atau bertambah sekitar 46.331 jiwa (±26,8%) dalam kurun waktu empat belas tahun. 
Peningkatan ini disertai kenaikan kepadatan penduduk di seluruh kecamatan, dengan lonjakan 
tertinggi di Kecamatan Palaran yang naik dari 269 jiwa/km² menjadi 305,52 jiwa/km², serta di Muara 
Jawa dan Sanga-sanga yang masing-masing mengalami kenaikan kepadatan lebih dari 14 jiwa/km². 
Pola ini mengindikasikan adanya tekanan demografis yang semakin kuat di permukiman tertentu 
sepanjang alur Sungai Mahakam dan kawasan yang terhubung dengan jaringan jalan utama. 

Selaras dengan dinamika demografis tersebut, luas kawasan permukiman di Muara Mahakam 

juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Data pengolahan citra Landsat dan Sentinel 

menunjukkan bahwa luas permukiman bertambah dari sekitar 44 km² pada tahun 2010 menjadi 87 km² 
pada tahun 2024, atau meningkat hampir dua kali lipat (97,7%). Perkembangan signifikan yang terjadi 

dalam kawasan permukiman selama periode 2010 hingga 2024 menunjukkan dampak langsung dari 

pertumbuhan penduduk yang cepat di wilayah Muara Mahakam. Peningkatan jumlah penduduk dan 
kepadatan penduduk berimplikasi pada permintaan akan lahan permukiman yang mengalami 

peningkatan secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan 
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pekerjaan, infrastruktur yang memadai, topografi yang datar, lokasi dekat perkotaan, dan kekayaan 

sumber daya alam [4]. Peta pada Gambar 1 memperlihatkan secara jelas pergeseran dan perluasan 

zona terbangun tersebut, terutama di kecamatan-kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang lebih 
tinggi. Ekspansi ini tidak hanya berupa pemadatan kawasan permukiman lama di bantaran sungai, 

tetapi juga perluasan ke arah daratan dan lahan yang sebelumnya didominasi oleh tambak, ruang 

terbuka, atau lahan yang belum terbangun. 

  
(a)              (b) 

Gambar 2. (a) Peta permukiman Muara Mahakam Tahun 2010 (b) Peta Permukiman Muara Mahakam 

Tahun 2024. 

Berdasarkan analisis pola dan arah perkembangan permukiman, potensi perluasan kawasan 

permukiman adalah ke arah daratan dalam administratif wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan 
semakin memadat di wilayah administrasi Kota Samarinda. Area Permukiman juga berpotensi 

mengalami pertumbuhan mengikuti aliran Sungai Mahakam. Hal ini disebabkan oleh peranan Sungai 

Mahakam sebagai selain sebagai sumber air  bagi masyarakat [25] dan media transportasi [26] juga 

sebagai pembentuk morfologi permukiman [11], budaya [27], [28], dan kehidupan sosial masyarakat 

[4]. Pesatnya pertumbuhan kawasan permukiman harus disertai dengan ketersediaan pelayanan dasar 

untuk meningkatkan kualitas permukiman dan kesejahteraan. Ketersediaan infrastruktur pelayanan 

dasar harus dipenuhi untuk peningkatan stabilitas sosial, dinamika, produktivitas, kualitas hunian, dan 

keberlangsungan kehidupan masyarakat [29], [30]. 

3.2 Evaluasi distribusi infrastruktur pelayanan dasar wilayah Muara Mahakam 

Ketimpangan fasilitas kesehatan 

Pertumbuhan penduduk di wilayah Muara Mahakam, khususnya di Kecamatan Muara Badak, 

Muara Jawa, dan Palaran, menunjukkan tren kenaikan selama 14 tahun terakhir. Peningkatan ini 

menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks, termasuk urbanisasi lokal, migrasi penduduk, 

dan perkembangan ekonomi wilayah penyangga perkotaan. Namun, transformasi demografis tersebut 

tidak diikuti dengan perkembangan infrastruktur pelayanan dasar, khususnya fasilitas kesehatan. 

Tabel 2. Jumlah rumah sakit di wilayah Muara Mahakam 

No Kabupaten/Kota Kecamatan 
Rumah Sakit 
2010 2024 

1 Kutai Kartanegara 

Muara Jawa - - 
Sanga-sanga - - 

Anggana - - 
Muara Badak - - 

2 Samarinda Palaran - - 

Sumber: BPS-Kutai Kartanegara, (2011, 2024); BPS-Samarinda, (2015, 2024) 



p ISSN 2745 5866 | e ISSN 2745 7958 

DOI 10.37373/bemas.v7i1.2066 

127 

 

 

Pertumbuhan penduduk dan ekspansi permukiman di Muara Mahakam belum diimbangi oleh 
ketersediaan fasilitas kesehatan rujukan yang memadai. Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 
maupun 2024 tidak terdapat satu pun rumah sakit di lima kecamatan yang termasuk dalam wilayah 
Muara Mahakam, meskipun jumlah penduduk secara agregat mencapai lebih dari 219 ribu jiwa pada 
tahun 2024. Kondisi ini berarti seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan tingkat lanjut harus 
mengandalkan rumah sakit yang berlokasi di luar wilayah studi, yang secara spasial berjarak cukup 
jauh dari sebagian besar permukiman pesisir dan tepian sungai. 

 
Gambar 3. Peta sebaran rumah sakit di Muara Mahakam 

Peta sebaran fasilitas kesehatan pada Gambar 2 dan Gambar 3 memperlihatkan bahwa fasilitas 

layanan primer seperti puskesmas, klinik, dan posyandu cenderung terkonsentrasi di titik-titik tertentu 

yang relatif dekat dengan pusat kecamatan atau jalur transportasi utama. Sementara itu, permukiman 

yang berkembang di sepanjang anak sungai, kawasan tambak, dan wilayah yang akses jalannya 

terbatas cenderung berada di luar jangkauan efektif layanan kesehatan. Situasi ini secara spasial 
menunjukkan ketidaksesuaian antara lokasi konsentrasi penduduk dan persebaran fasilitas kesehatan, 

terutama untuk layanan rujukan. Ketidakhadiran rumah sakit di Muara Mahakam dapat memperburuk 

status gizi dan meningkatkan risiko stunting [32], [33], terhambatnya pelayanan gawat darurat, 
meningkatnya beban perjalanan pasien ke kota induk, serta berkurangnya efisiensi sistem kesehatan 

secara keseluruhan. Situasi ini sangat berisiko jika terjadi wabah atau bencana kesehatan [34], di mana 

respon cepat sangat bergantung pada keberadaan fasilitas kesehatan yang lengkap dan terdekat. 

 
Gambar 4. Peta sebaran puskesmas/klinik/posyandu di Muara Mahakam. 
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Ketimpangan spasial tersebut memiliki implikasi langsung terhadap risiko kesehatan penduduk. 
Dalam kondisi kegawatdaruratan, ketiadaan rumah sakit di dalam wilayah Muara Mahakam dan 
keterbatasan akses transportasi dari permukiman tepian sungai berpotensi memperpanjang waktu 
tempuh menuju fasilitas rujukan [35]. Hal ini terutama berisiko bagi kelompok rentan seperti ibu 
hamil, bayi, lansia, dan penderita penyakit kronis. Jika dibiarkan, pola penyediaan fasilitas kesehatan 
yang tidak selaras dengan dinamika permukiman dan distribusi penduduk ini berpotensi memperkuat 
bentuk ketidakadilan spasial dalam akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan [36]. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan terdapat ketimpangan yang signifikan dalam pemanfaatan 
layanan rumah sakit antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia [37]. Sejalan dengan 
penelitian tersebut, ketimpangan ketersediaan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit hanya ada di 
wilayah administratif Kota Samarinda sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2, sedangkan akses 
bagi masyarakat Muara Mahakam menuju rumah sakit yang berada di Kota Samarinda masih terbatas, 
terutama bagi masyarakat yang tinggal di areal pulau, seperti Desa Sepatin, Muara Pantuan, Saliki, 
Tani Baru, Salo Palai serta beberapa desa di wilayah Muara Jawa yang belum memiliki akses jalan 
yang baik. 

Ketimpangan fasilitas pendidikan 

Ketimpangan juga tampak pada distribusi fasilitas pendidikan, khususnya pada jenjang 
menengah. Tabel 3 menunjukkan bahwa secara agregat jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) di wilayah Muara Mahakam belum mengalami peningkatan yang 
signifikan, sementara jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) justru mengalami penurunan pada 
periode yang sama. Sementara itu, jumlah penduduk meningkat sekitar 26,8%, sehingga terjadi 
peningkatan jumlah penduduk per satuan fasilitas pendidikan, terutama pada jenjang menengah. 

Tabel 3. Jumlah Sekolah di Muara Mahakam 

No 
Kabupaten/

Kota 
Kecamatan 

Sekolah 

2010 2024 

SD SMP SMA SD SMP SMA 

1 
Kutai 

Kartanegara 

Muara Jawa 18 6 1 18 4 1 

Sanga-sanga 15 3 1 15 3 1 

Anggana 20 6 1 21 6 1 

Muara Badak 26 6 2 26 7 2 

2 Samarinda Palaran 24 5 3 24 6 2 

Sumber: BPS-Kutai Kartanegara, (2011, 2024); BPS-Samarinda, (2015, 2024) 

Kondisi tersebut berpotensi berdampak pada daya tampung, rasio murid-guru, dan kualitas 

layanan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan tingkat 

menengah masih berlangsung lambat di wilayah ini, meskipun wilayah tersebut mengalami 

pertumbuhan jumlah dan kepadatan penduduk. Berikut peta sebaran infrastruktur pelayanan 

pendidikan di Muara Mahakam. 

Pembangunan jenjang pendidikan lanjutan di wilayah Muara Mahakam masih belum merata dan 

sebagian besar terkonsentrasi di wilayah dengan kepadatan penduduk lebih tinggi atau yang memiliki 

akses lebih baik ke pusat kota sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 4. Wilayah Muara 

Mahakam terdiri atas desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil yang terbentuk dari sistem Delta 

Mahakam [38]. Bentuk lahan seperti ini menyebabkan akses antar wilayah menjadi sangat terbatas, 
karena bergantung pada moda transportasi air dan cuaca yang tidak menentu. Sebagian besar jalur 

transportasi belum terintegrasi secara optimal, dan waktu tempuh antar-kecamatan membutuhkan 

waktu yang lebih lama, bahkan untuk mencapai satu unit sekolah terdekat. Ketimpangan ini berpotensi 
menciptakan hambatan terhadap kelanjutan pendidikan, khususnya bagi siswa yang ingin melanjutkan 

ke tingkat lebih tinggi namun terkendala oleh jarak dan biaya transportasi sehingga memperbesar 

risiko putus sekolah [39], terutama bagi keluarga yang tidak memiliki sumber daya ekonomi memadai 

[40], [41]. 

Keterbatasan akses terhadap sekolah dapat menghambat pengembangan kapasitas masyarakat 

dalam jangka panjang, terutama dalam hal peningkatan keterampilan kerja, literasi digital [39], [42], 
dan kesiapan terhadap perubahan struktural ekonomi regional [43]. Wilayah yang memiliki 
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keterbatasan pada jenjang pendidikan menengah cenderung menghasilkan generasi yang kurang 

kompetitif, yang pada akhirnya memperkuat siklus ketimpangan sosial-ekonomi antar daerah. Urgensi 

pembangunan sekolah di wilayah seperti Muara Mahakam tidak hanya didorong oleh pertimbangan 
aksesibilitas, tetapi juga oleh kebutuhan strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural di 

kawasan pesisir [44]. 

 
Gambar 5. Peta Sebaran Sekolah di Muara Mahakam 

Implikasi spasial terhadap akses pelayanan dasar 

Pembangunan infrastruktur rumah sakit dan sekolah di Muara Mahakam belum ideal, adanya 

ketidaksesuaian struktural antara dinamika permukiman dan penyediaan pelayanan dasar. 
Ketersediaan rumah sakit tetap nol di seluruh wilayah studi, dan perkembangan sekolah menengah 

tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk. Hasil overlay ini menegaskan bahwa wilayah 

yang mengalami tekanan demografis dan ekspansi permukiman justru belum mendapatkan tambahan 
fasilitas pelayanan dasar yang proporsional. Jika dikaitkan dengan prinsip pemerataan pelayanan dasar 

dan standar pelayanan minimal, temuan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan yang terjadi bukan 

sekadar kekurangan fasilitas secara fisik, tetapi mencerminkan keterlambatan perencanaan berbasis 
data spasial. Tanpa intervensi perencanaan yang secara eksplisit mempertimbangkan lokasi 

permukiman baru, kepadatan penduduk, dan jaringan transportasi, risiko ketidakadilan spasial dalam 

akses layanan kesehatan dan pendidikan akan cenderung meningkat. Temuan terkait keterbatasan 

fasilitas pendidikan dan kesehatan di Muara Mahakam sejalan dengan bukti bahwa intervensi gizi dan 

edukasi kesehatan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia [45]. 

Implikasi dari kondisi tersebut adalah meningkatnya kerentanan kelompok penduduk yang tinggal 

di lokasi yang secara spasial terpinggirkan. Dalam jangka pendek, ketidaksesuaian antara lokasi 

permukiman dan fasilitas pelayanan dasar berpotensi menurunkan ketepatan waktu penanganan kasus 

kesehatan, membatasi peluang kelanjutan pendidikan pada jenjang menengah, dan memperbesar beban 
biaya transportasi rumah tangga. Dalam jangka panjang, pola ketimpangan spasial ini dapat 

memperkuat kesenjangan kualitas sumber daya manusia antara wilayah inti yang dekat dengan 

fasilitas pelayanan dasar dan wilayah pinggiran yang jauh dari pusat layanan. Tanpa perubahan pola 
penyediaan infrastruktur yang memperhitungkan dinamika permukiman dan distribusi penduduk, 

ketidakadilan spasial dalam akses pelayanan dasar di wilayah delta Muara Mahakam cenderung akan 

berlanjut dan cenderung semakin timpang. 

4. Simpulan 

Transformasi permukiman di wilayah Muara Mahakam selama periode 2010–2024 menunjukkan 

pertumbuhan yang signifikan sebagai respons terhadap peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk 
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di Muara Mahakam. Jumlah penduduk meningkat sekitar seperempat dari kondisi awal dan luas 

permukiman hampir dua kali lipat, dengan ekspansi yang mengikuti koridor Sungai Mahakam dan 

jaringan jalan utama sehingga memadatkan permukiman lama dan membentuk permukiman baru di 
kawasan hilir yang rentan secara ekologis. Infrastruktur pelayanan dasar tidak berkembang secepat 

perubahan tersebut, tidak terdapat rumah sakit di seluruh kecamatan yang termasuk wilayah Muara 

Mahakam, sementara jumlah sekolah menengah cenderung stagnan bahkan menurun sehingga jumlah 
penduduk per satuan fasilitas pendidikan menengah terus meningkat. Ketidaksesuaian antara 

pertumbuhan permukiman dan kapasitas pelayanan dasar ini menegaskan adanya kesenjangan 

struktural dan bentuk ketidakadilan spasial dalam akses layanan kesehatan dan pendidikan, terutama 

bagi penduduk desa-desa pesisir dan permukiman tepian sungai yang jauh dari pusat layanan. 

Penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan analisis multitemporal permukiman berbasis 

citra satelit dan data demografi untuk mengevaluasi kesesuaian distribusi infrastruktur pelayanan dasar 

di wilayah Muara Mahakam. Temuan ini menekankan pentingnya pemanfaatan informasi spasial 

sebagai dasar perencanaan lokasi prioritas pembangunan rumah sakit, penguatan layanan kesehatan 

primer, serta penambahan sekolah menengah pada kecamatan yang mengalami ekspansi permukiman 

dan peningkatan kepadatan penduduk. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena validasi peta 
permukiman dilakukan secara kualitatif dan belum memasukkan pemodelan aksesibilitas berbasis 

jaringan transportasi darat dan sungai, sehingga kajian lanjutan perlu mengembangkan analisis 

aksesibilitas berbasis jaringan dan mengaitkan ketimpangan spasial pelayanan dasar dengan tingkat 
kerentanan sosial-ekonomi rumah tangga. 
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